BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, penulis

mengambil kesimpulan bahwa :

1.

Dana yang terdapat dalam rekening bersama adalah milik bersama dan ketika
salah satu pihak meninggal dunia berarti sebagian dana yang terdapat dalam
rekening tersebut menjadi harta warisan meskipun sebelumnya tidak terdapat
perjanjian yang mengatakan besarnya bagian masing — masing pihak, maka
akan dalam legal memorandum-ini dibagi besaran dari pewaris adalah 50%. Di
Indonesia secara khusus belum ada aturan yang menegaskan Hukum Waris
mana yang digunakan ketika terjadi perbedaan Hukum waris yang dianut
sehingga jika masuk dalam pengadilan, maka akan lebih dianjurkan
menyelesaikanya secara kekeluargaan dan dalam Hukum Perbankanpun
sebenarnya tidak ada aturan ataupun perUndang — Undangan yang mengatur
secara spesifik mengenai rekening bersama.

Penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu dengan beberapa alternatif, antara
lain dengan menggunakan KUH Perdata, Hukum Islam ataupun Hukum adat.
Namun demikian karena adanya perbedaan agama antara pewaris dan para ahli
waris yaitu agama kristiani dan muslim sehingga apabila dipilih salah satu di

antara keduanya, maka ada pihak — pihak yang merasakan dirugikan, sehingga
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penyelesaian dilakukan dengan mediasi untuk pembagian warisanya. Apabila
mengacu pada Hukum Perdata mengacu pada legitime portie setiap ahli waris
dengan tidak memandang kedudukan dan gender memiliki besaran bagian
yang sama, semisal jika terdapat satu kesatuan budel harta waris dari si
meninggal yang ditinggalkan untuk empat orang ahli warisnya maka satu budel
harta waris tersebut dibagi kepada empat orang ahli warisnya dengan jumlah
yang sama besarnya setelah dikurangi bagian mutlak seorang istri, sedangkan
jika mengunakan Hukum waris Islam maka setiap ahli waris memiliki bagian
yang berbeda sesuai dengan kedudukanya jika dalam silsilahnya terdapat ahli
waris laki — laki, perempuan dan seorang istri maka bagian ahli waris istri
sebesar 1/6 anak perempuan sebesar 2/3 dan anak laki — laki mendapat asbah

atau seluruh sisa harta waris.

B. Rekomendasi
Bagi pemerintahan, karena banyaknya gugatan mengenai perbedaan
hukum waris yang dianut antar para ahli waris dan tidak dapat diselesaikan
secara baik oleh pengadilan karena nilai adil setiap individu berbeda, maka
seharusnya pemerintah mengeluarkan aturan yang menyatakan Hukum waris
mana Yyang paling tepat untuk menyelesaikan perselisihan, atau cara
penyelesaian bagaimana yang paling tepat dalam menyelesaikan perselisihan

perbedaan Hukum waris tersebut
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Bagi dunia perbankan, sudah seharusnya dibuat peraturan yang
mengakomodasi produk perbankan rekening gabungan, karena sangat penting
adanya pembatasan dan aturan yang mengatur mengenai rekening bersama
tersebut, baik penggunaan rekening tersebut dan kemungkinan masalah yang

akan timbul dari penggunaan rekening bersama tersebut.
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B. UNDANG - UNDANG
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/Pbi/2008 Tentang
Perubahan Atas = Peraturan Bank Indonesia Nomor
7/7/Pbi/2005 Tentang tentang penyelesaian pengaduan

nasabah



